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Dalam penulisan tesis ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Perdagangan Orang.
definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang dewasa ini mengacu pada Protokol Palermo yang merupakan
sebuah perjanjian internasional. Protokol tersebut merupakan sebuah perangkat hukum yang mengikat dan
mewajibkan bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinyatermasuk Indonesia. Undang-undang
nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan
perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemal suan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebuit,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi. Hukum Acara Pidana yang digunakan pada penegakan hukum terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang pada dasarnya adalah Hukum A cara sebagai mana ditentukan dalam Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali mengenai
ketentuan khusus mengenai alat bukti, pembuktian dan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dari hasil penelitian yang sifatnya yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang
meliputi, penelitian pustaka melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum tersier, serta teknik wawancara dengan para nara sumber diperoleh kesimpulan yaitu meskipun
dalam Undang-undang 21 tahun 2007 diatur mengenai ketentuan pembuktian yang memuat 1 (satu)
keterangan saksi sgja sudah cukup apabila disertai dengan aat bukti lainya (pasal 30 Undang-undang 21
tahun 2007) tetapi para aparat penegak hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan masih
menganut asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) yang diatur secara tegas dalam hukum acara
(KUHAP) pasal 185 ayat (2). Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi
seringkali tidak diperhatikan oleh para penegak hukum kita karena |ebih mengutamakan kepastian hukum
dalam penyel esaian perkara daripada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban atas penderitaanya
yang menjadi objek perdagangan orang.

...... This thesis discussed the enforcement of the Acts of Trafficking in Persons. Definition of the Crime of
Trafficking in Persons today refers to the Palermo Protocol is an international treaty. The Protocol isalegal
instrument that binds and obliges all countries that ratified or acceded including Indonesia. An Act No. 21 of
2007 on the Eradication of Trafficking in Persons defines trafficking as an act of recruitment, transportation,
shelter, transportation, transfer, or receipt of a person by threats of violence, the use of violence, kidnapping,
abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerable position, trapping the debt or giving payments or
benefits to achieve consent of a person having control over another person, whether committed in the
country and between countries, for the purpose of exploitation or the cause of the exploited. Criminal law is
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used in law enforcement on the Crime of Trafficking in Personsis basically the Law of Procedure as defined
in Law No. 8 of 1981 on the Book of Law Crimina Code (Criminal Code), except on special provisions
concerning the evidence, proof and victims rights as stipulated in Law No. 21 of 2007.

From the results of studiesthat are juridical and normative data collection methods that include, library
research through the collection of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary legal materials,
and techniques of interviews with informants Although the conclusion that the Act 21 of 2007 set regarding
the provision of evidence that includes one (1) witness is sufficient if accompanied by other evidence
(section 30 of Act 21 of 2007) but the law enforcement agencies in submitting his case to the courts still
adhere to the principle of Unus nullus testis testis (one witnessis not a witness), which is set firmly in
procedura law (Criminal Code) Article 185 paragraph (2). Furthermore, the provisions regarding the rights
of victimsto restitution often overlooked by law enforcement because they prefer the rule of law in the
resolution of the case rather than justice that ought to be obtained by the victim for his suffering which isthe
object of trafficking in persons.



